
PERUBAHAN RENCAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
menjadi pedoman penyusunan Rencana  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD);

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren
Pembangunan Nasional, dinyatakan 
Peraturan Walikota;

  c. bahwa berdasarkan 
pada huruf a
Walikota tentang
Daer

 
Mengingat : 1. Undang

Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3839);

  2. Undang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan 
Nomor 4286

  3. Undang
Negara
Nomor 5
Nomor 435

  4. Undang
Perencanaan Pembangunan Nasional
Republi
Lembaran Negara Republik 

  5. Undang
Daerah
Nomor 125
Nomor  
dengan
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

WALIKOTA DUMAI
 

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 32 TAHUN 2013  

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

WALIKOTA DUMAI, 
 

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
menjadi pedoman penyusunan Rencana  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD); 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren
Pembangunan Nasional, dinyatakan 
Peraturan Walikota; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

da huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pem
Daerah Kota Dumai Tahun 2013. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3839); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Negara (Lembaran Negara Republik 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);   
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Daerah (Lembaran Negara Republ
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437); sebagaimana telah diubah beberapakali terahir 
dengan Perubahan Kedua atas Undang
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

WALIKOTA DUMAI 

PERATURAN WALIKOTA DUMAI 
 

DAERAH KOTA DUMAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
menjadi pedoman penyusunan Rencana  Anggaran Pendapatan 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dinyatakan RKPD ditetapkan dengan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud 
perlu menetapkan Peraturan 

Rencana Kerja Pembangunan 

Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

k Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Indonesia Nomor 4421); 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah beberapakali terahir 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 
2008 Nomor 2 Seri D); 

  15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); 

  16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D); 

  17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Dumai Tahun 2011-2015; 

  18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 
Anggaran 2013 Nomor 1 Seri A). 

 
MEMUTUSKAN: 

 



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:  
1. Kota adalah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai. 
3. Walikota adalah Walikota Dumai. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah 
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.  

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun.  

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

 
BAB II 

KETENTUAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 
 

Pasal 2 
 

Perubahan RKPD Tahun 2013 memuat tentang rencana kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana 
kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 3 

 
Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta Keadaan yang 
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk tahun berjalan yang melalui proses 
inventarisasi, sinkronasi, dan seleksi usulan program/kegiatan 
yang terpadu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) RKPD dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota 
Dumai serta Musrenbang Provinsi Riau dan Musrenbang Nasional 
yang dilaksanakan pada Tahun 2013.  

  
 

 



Pasal 4 
 

Dokumen RKPD tersebut merupakan rujukan utama dalam 
penyusunan RAPBD-Perubahan Tahun 2013 diawali dengan 
penyusunan Kebijakan Umum APBD-P (KUA) Tahun 2013 
kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPAS Perubahan 
Tahun Anggaran 2013. 

 
Pasal 5 

 

Penjabaran pelaksanaan pembangunan Kota termuat dalam 
Perubahan RKPD Tahun 2013 yang terdapat pada lampiran 
Matriks Perubahan RKPD Tahun 2013.  
 

Pasal 6 
 

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisah dari 
peraturan ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Dumai. 

 

Ditetapkan di Dumai 
pada tanggal 1 November 2013 

 

WALIKOTA DUMAI, 
 
 

dto 
 

KHAIRUL ANWAR 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 1 November 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
 
 
                          dto 
 
                SAID MUSTAFA 
 
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 24 SERI E 


